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Lampiran 2 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Kepada Yth.  

Bapak/Ibu responden 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir pada Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, penulis bermaksud untuk menulis skripsi 

yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemungutan 

Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Bima. 

Penyebaran kuesioner kepada responden atau informan merupakan 

salah satu metode pengumpulan data. Oleh karena itu, saya mengharapkan 

kesiapan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner sebagai data yang akan di 

pergunakan dalam penelitian. Terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.  
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IDENTITAS RESPONDEN 

Berilah tanda centang (√) pada setiap kotak yang tersedia sesuai dengan 

identitas Anda. Setiap pertanyaan mengharapkan hanya satu jawaban 

4. Nama  :     (boleh diisi atau tidak) 

 

5. Jenis Kelamin : Laki-laki  Perempuan 

 

6. Usia  : _____ Tahun 

 

7. Lama Bekerja : _____ Tahun 

 

8. Jabatan  :  

 

PETUNJUK PENGISIAN 

3. Harap mengisi identitas yang disediakan sebelum menanggapi pertanyaan 

dan pernyataan kuesioner. 

4. Kuesioner ini semata-mata digunakan untuk keperluan akademis, mohon 

menjawabnya dengan jujur tanpa pengalaman dan penilaian Bapak/Ibu tanpa 

paksaan dari pihak manapun. 

5. Bacalah dan jawablah semua pertanyaan dan pernyataan dengan teliti tanpa 

ada yang terlewatkan. 

6. Berilah tanda centang atau silang ( √ / × ) pada kolom Ya atau Tidak. 
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No. Pernyataan Ya Tidak 

Lingkungan Pengendalian 

1 Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika   

2 Kepemimpinan yang kondusif   

3 Pembentukan struktur organisasi dan pembagian 

tugas yang jelas 

  

4 Komitmen terhadap Sumber Daya Manusia yang 

berkompeten 

  

5 Kejelasan terkait wewenang dan tanggung jawab   

Penilaian Risiko 

1 Penetapan tujuan perusahaan   

2 Identifikasi dan analisis dampak risiko terhadap 

tujuan perusahaan 

  

3 Mempertimbangkan aspek risiko kecurangan   

4 Identifikasi risiko atas perubahan kondisi yang 

signifikan 

  

Kegiatan Pengendalian 

1 Pengendalian terkait mitigasi risiko   

2 Pengendalian atas aspek teknologi informasi (TI)   

3 Kebijakan dan standar pengendalian   

Informasi dan Komunikasi 

1 Informasi yang berkualitas dan relevan untuk 

pengendalian internal 

  

2 Mengkomunikasikan informasi secara internal terkait 

pengendalian internal 

  

3 Menjalin komunikasi dengan pihak eksternal terkait 

informasi perusahaan 

  

Monitoring 

1 Pengawasan dan pengendalian terhadap 

pengendalian internal 

  

2 Identifikasi kelemahan dalam evaluasi pengendalian 

internal 
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Lampiran 6 

No. Nama Penulis Judul Penelitian   Hasil Penelitian 

1.  Awalia Nurul 
Fadila (2022) 

Implementasi Pengendalian Internal 
Atas Sistem Pemungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor Pada 
Kantor Samsat Bulukumba 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal 
pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat 
Bulukumba telah terlaksana berhasil dan terlaksana dengan baik 
oleh pihak pelaksana pada bagian pendaftaran, penetapan, serta 
pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 
kendaraan bermotor 

2. Rizka Aprina 
Syafni (2021) 

Analisis Sistem Pengendalian Intern 
Penerimaan Dan Pemungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor Pada Kantor 
Samsat Stabat 

Target penerimaan dari tahun 2016-2019 telah efektif, namun 
pada tahun 2020 kurang efektif dikarenakan beberapa faktor 
yang pertama karena pengaruh pandemi Covid-19 yang terjadi 
pada awal tahun 2020. Kemudian kurangnya kesadaran 
masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. 
Selanjutnya penerapan sistem pengendalian intern pemungutan 
pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Stabat telah 
efektif kecuali pada unsur lingkungan pengendalian dan unsur 
kegiatan pengendalian yaitu kurangnya penegakan integritas 
dan nilai etika seperti kedisiplinan pegawai, dan belum adanya 
pelatihan pegawai dari samsat. 

3. Siti Fatmawati 
(2018) 

Analisis Sistem Pengendalian Intern  
Penerimaan Dan Pemungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor Pada Kantor 
Samsat Medan Selatan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal terkait 
pemungutan PKB belum sepenuhnya efektif terutama pada 
komponen lingkungan pengendalian. Hal tersebut dikarenakan 
kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya 
pemberian pelatihan kerja kepada pegawai 

4. Indra Mulia 
Zahty (2017) 

Evaluasi Sistem Pengendalian 
Intern Pemerimaan Pajak Daerah 
Pada Dispenda Kota Medan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan 
pengendalian internal sudah baik namun dalam pelaksanaannya 
belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan 
dan penaksiran risiko yang belum maksimal dijalankan oleh 
pihak Dinas Pendapatan Kota Medan. 
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5. Eti Juniarti 
(2012) 

Evaluasi Sistem Dan Prosedur 
Pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor Pada Dispenda Bersama 
Samsat Kota Singkawang 

Kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan mengenai 
sistem dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor, 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :  
Evaluasi sistem dan prosedur pemungutan pajak kendaraan 
bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota 
Singkawang sudah berjalan efektif dan baik, hal ini dapat dilihat 
dari adanya bagian-bagian yang terlibat seperti: bagian 
pengambilan formulir dan pengisian formulir, bagian 
pendaftaran, bagian penerbitan SKPD, penetapan PKB dan 
SWDKLLJ, dan bagian pembayaran dan penyerahan. Selain itu 
formulir yang digunakan serta rangkap distribusinya sudah 
dijalankan dengan baik. Untuk informasi dalam formulir sudah 
memadai karena berisi informasi yang benar-benar diperlukan 
sebagai pembuktian keaslian arsip kendaraan bermotor.   

7. Nova Liliana 
(2012) 

Evaluasi Sistem Pengendalian 
Intern atas Sistem Pemungutan 
Pajak Kendaraan (PKB) dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB) (Studi Pada Kantor 
Bersama Samsat Malang  Kota) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian 
internal pada Kantor Bersama Samsat Malang Kota telah 
terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 
adanya  pembagian tugas yang jelas, dilakukan audit secara 
periodik. Namun dalam pembagian wewenang terkait informasi 
formulir masih kurang optimal karena penyusunannya masih 
belum tersistematis.  
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Lampiran 7 

HASIL WAWANCARA 

 

Narasumber : Noeris Satria Putra, ST., ME. 

Waktu   : Rabu, 5 Juli 2023 

Tempat  : 13.00 WITA 

 

1. Bagaimana  Sistem Pengendalian Internal dalam pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor? 

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern 

yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Dalam pemungutan PKB kami telah melaksanakan unsur-unsur 

yang ada pada SPIP sehingga capaian PKB melampaui target yang ada. 

 

2. Adakah pedoman kebijakan atau prosedur dalam melakukan pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor? 

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5950). 

- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6). 
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- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011, Nomor 34) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 

2017 Nomor 9). 

- Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7). 

- Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penagihan Pajak Daerah 

(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 50). 

 

 

3. Kendala apa saja yang dihadapi Samsat Kabupaten Bima dalam melakukan 

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor? 

- Kesadaran Wajib Pajak yang masih minim dalam memenuhi kewajibannya. 

- Faktor geografis yang menghambat WP untuk memenuhi kewajibannya. 

 

4. Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor 

Samsat Kabupaten Bima. 

- SOP Layanan Samsat Terlampir. 

 

5. Adakah satuan yang menjadi pengawas Internal di Kantor Samsat Kabupaten Bima. 

Kalau ada Siapa? 

- Ada, Bidang Pengendalian dan Pembinaan Bappenda Provinsi NTB. 

 

6. Apakah ada pelatihan khusus yang dilakukan pegawai untuk meningkatkan kinerja 

pegawai pada masing-masing bidang. 
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- Ada, seperti Pelatihan Juru Sita Pajak, Pelatihan Pranata Komputer, Pelatihan 

Tenaga Administrator dll. 

 

7. Siapa Auditor Eksternal Kantor Samsat Kabupaten Bima. 

- BPKP 

- BPK 

 

8. Dengan instansi apa saja Samsat Kabupaten Bima memiliki hubungan kerja? 

- Kepolisian Daerah Bima 

- TNI 

- PT. Jasa Raharja 

- Pemerintah Kabupaten Bima sampai pada tingkat Pemerintah Desa 

- Dinas Perhubungan Kabupaten Bima 

- PT. Bank NTB Syariah 

- Serta instansi terkait lainnya 

 

9. Pada Sistem Pengendalian Internal, unsur pemantauan apa yang dilakukan Samsat 

Kab. Bima untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 

Pemantauan dilaksanakan suatu entitas dalam rangka mengatasi masalah yang di 

temui dan supaya tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemantauan 

berkaitan dengan evaluasi yaitu untuk meningkatkan efektivitas program. 

Kami menerapkan Prinsip pelaksanaan pemantauan mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

- Ekonomisasi 

- Efisiensi. 

- Efektivitas. 

Sehingga apa yang menjadi target dapat kami capai sesuai dengan perkembangan 

keadaan yang terjadi pada saat itu. 
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10. Apa saja yang dilakukan Samsat Kabupaten Bima dalam mengatasi hambatan. 

- Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur yang ada. 

- Meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan Kesamsatan yang ada dengan 

mendekatkan pada kebutuhan masyarakat. 

- Peningkatan dan penambahan fasilitas pelayanan yang memadai. 

- Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan terarah. 

 

11. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PKB. 

a. Obyek Aktif 

- Mengoptimalkan pelayanan di semua Kantor Bersama Samsat dan Unit 

Layanan Pembantu. 

- Mengoptimalkan penggunaan Layanan E-Samsat , Samsat delivery, 

Samsat Apps dan Samsat Signal. 

- Mengoptimalkan Call Center untuk menghubungi  wajib pajak. 

- Melakukan Sosialisasi terus-menerus. 

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara periodik. 

- Menyampaikan pemberitahuan baik lewat telepon, SMS maupun Surat 

Pemberitahuan. 

- Memfasilitasi Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. 

b. Obyek TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) 

- Melakukan Operasi Gabungan. 

- Penyederhanaan persyaratan pendaftaran. 

- Penyederhanaan prosedur BBNKB II. 

- Melakukan evaluasi secara berkala. 

- Penyampaian Surat Teguran. 
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- Mencegah Wajib Pajak yang sudah datang ke Samsat agar tidak pulang 

karena tidak memenuhi persyaratan  dengan memberikan bantuan untuk 

melakukan pembayaran. 

- Memberikan Insentif Pajak dengan skema yang lebih menarik untuk 

meningkatkan respons Wajib Pajak. 

12. Kantor Samsat Panda Bima berdiri sejak kapan. 

- Kantor Samsat Panda Bima atau UPTB Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda 

Bima sebelumnya merupakan bagian UPTB UPPD Raba Bima, pada tanggal 

03 Januari 2017 berdiri menjadi UPTB UPPD Panda Bima. 

- Kantor ini berada di bawah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi 

NTB. 

 


